
 

ou:sERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GU'BcRNUR SUMAT 1ERA SELATAN: 
NOMOR: 4 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENETAPAN PT. BANK SUMSEL. BESERTA CABANIG DAN CASAiNG P1EMBANTUN.YA SEEIAGAI 
PEMEGANG KAS DAERAH DAN PEMBANIU PEMEGANG KAS DAERAH 

PEMERINT AH PROVINS I SU MATERA SE.LAT AN 
T AHUN ANIGGARAN 2e,oa 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBIERNUR SUMATERA SELAT .A.N, 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ang,garan Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Tahun Ang,garan 2008, maka perlu menunjuklmenetapkan Kan or 
Pusat PT. Bank Sumset Kantor-kantor Cabang dan Cabang-cabang Pembantu 
sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; 

Mengingat 

b. bahwa penunjukan/penetapan PT. Bank Sumsel ibeserta Cabang dan Cabang 
Pemb,antunya sebagaimana dfmaksud pada huruf a, perlu dlatur dan dite apka 
dengan Peraturan Gubernu Sumatera Selatan. 

1, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sumatera Sefatan {-embaran: Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1814); 

2. Undang-Undan9 RI Nomor 17 Tahun W03 tentang Keuangan Negara (Lembara11 
Neg,ara RI Tahun 2,003 Nomor 47, Tam bah an Lembaran Nlegara No.mar 4286); 

3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang P.erbendaharaan Negara 
(Lernbamn Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2,0.04 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 200'5 {Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108', Tamb.ahan Lembaran 
Negara Nomor 4548); 

5. Undang�Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pus at d an Pemerintah an Daerah (Lem b aran N,eg1.ara RI 
Tahun 2004.Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor4438); 

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 20'05 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137j 

Tambahan Lernbaran Negara 
Nomor 4575),; 

7. Peraturan Pemeri11tan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Nlegara RI Tahun 2005 Nomor 140;, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578}; 



Menetapkan 
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8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan 
Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Bentuk dan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera 
Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan T erbatas (Lembaran Daerah 
Tahun 2000 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Sumalera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 (Lembaran Daerah 
Tahun 2005 Nomor 4 Serl E); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2005 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretarial Daerah dan Sekretariat DPRD 
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D). 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN PT. BANK SUMSEL 

BESERTA CABANG DAN CABANG PEMBANTUNYA SEBAGAI PEMEGANG KA$ DAERAH DAN 

PEMBANTU PEMEGANG KAS DAERAH PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2008 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 
3. Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan. 
4. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretarial Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan. 
5. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. 
6. Cabang Bank adalah Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan 

di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. 
7. Cabang Pembantu adalah Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Selatan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. 
8. Direksi adalah Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang 

diangkat oleh Gubemur Sumatera Selatan. 
9. Pemimpin Cabang adalah Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Selatan yang diangkat oleh Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah 
Sumatera Selalan. 

I I I 7f1117111T 



- 3 -

10. Pem impin Cabang Pembantu adalah Pemimpin Cabang Pembantu PT. Bank 
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang diangkat oleh Direksi PT. Bank 
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. 

11. Bendaharawan adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, 
membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang
barang milik daerah sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

12. Pemegang Kas adalah Pemegang Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
13. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan. 

BAB II 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

PEMEGANG KAS DAERAH 

Pasal 2 

Tugas dan tanggung jawab Pemegang Kas Daerah Provinsi adalah : 
a .  menyelenggarakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran seluruh kode 

rekening dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan; 

b. mencatat secara tertib ke dalam Buku Kas (B. IX) dan B. IX a) semua jenis 
n-n-'M~•~n -'n=�'- '--'� u:,nn.,•1>= �63'' -'-nP,onA-on-o•-on AcH l"\oon,h mounun t,'911UQt-'CllQlfXJC.t'w"lO"lfVCfU\ ,a,,� ,u11� VQI ta.rvu-. .,., .. U-U.f'"l\..fll ,,�,. ............... , ......... .., .... , 

Dana Perimbangan, atau semua uang yang diterima kembali dari pengeluaran
pengeluaran yang telah diselesaikan dengan konlra pos; 

c. menyelenggarakan pengeluaran-pengeluaran daerah berdasarkan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang 
untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan 
oleh Biro Keuangan; 

d. mengkaji/menguji kebenaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang 
diuangkan oleh Pemegang Kas Bendaharawan maupun pihak ketiga mengenai 
kebenaran berdasarkan ketentuan-ketentuan syarat sahnya Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan ketentuan berlaku; 

e. menyelenggarakan pencatatan dalam Buku Kas Khusus Gaji (B.IX-Khusus) 
semua pengeluaran-pengeluaran pembayaran Gaji berdasarkan pengeluaran
pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilerbitkan oleh Biro 
Keuangan dan semua pengeluaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) Gaji yang telah dilandatangani lunas oleh yang berhak dan dibubuhi lunas 
oleh Biro Keuangan. 

f. membual laporan harian mengenai posisi Kas Daerah kepada Gubernur c.q. Biro 
Keuangan dengan melampirkan tindasan Buku Kas Umum (B.IX); 

g. pemegang kas daerah bertanggung jawab alas uang-uang yang ada dalam 
pengurusannya kepada Gubernur baik mengenai dalam hal te�adinya kerugian 
atau kelekoran Kas maupun keselamalan uang milik daerah tersebut. 

' ---r1T I d 1111 
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BAB Ill 

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK 

MENGENAI LALU L.INTAS PEMBAYARAN DAN 

PENGURUSAN UANG DAERAH· 

Pasal3 

(1) Bank mengurus (dalam arti menerima, menyimpan serta menyelesaikan) uang
uang Daerah, baik yang didapat dengan penukaran pencairan surat-surat 
berharga (surat perintah pencairan dana, giro, eek, dan sebagainya), yang 
diterbitkan oleh Aparatur Keuangan Negara dan Bank-bank Negara maupun 
yang diterima dengan jalan/cara lain misalnya setoran uang tunai, 
pemindahbukuan, wesel-wesel pos/pemerintah dan lain sebagainya. 

(2) Direksi Bank dan Pemimpin Cabang serta Pemimpin Cabang Pembantu 
bertanggung jawab sepenuhnya atas pengurusan uang-uang daerah berikut 
kelancaran jalannya lalu lintas pembayaran uang daerah, karenanya 
berkewajiban melakukan perhitungan dan bertanggung jawab kepada Gubemur. 

Pasal 4 

(1) Bank meyelenggarakan pembayaran-pembayaran alas dasar Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D). 

(2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan dan ditandatangani oleh 
Kepala Biro Keuangan alas nama Gubernur dan/atau Pejabat-pejabal yang 
ditunjuknya. 

,,,.,', '?'?Plll1iJlh,m, '?�j2k,?t,1feiflRJU, 1.11,w, tlj<.t.° l(l.\ I?��. ioi. iif�w;,�;w. /jp.J.IQ;af.1, 
Keputusan Gubernur dan Bank menerima petikan/salinannya disertai dengan 
"Specimen• tanda tang an pejabat-pejabat yang ditunjuknya. 

(4) Untuk keperluan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran yang 
diselenggarakan oleh Bank, Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) yang harus juga disesuaikan dengan pelunjuk 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan 
Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah yang 
ditandatangani oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk tersebut. 

BABIV 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA 

Pasal 5 

(1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibuat oleh Biro Keuangan sebagai 
berikut: 
a. Sepanjang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini diuangkan pada Bank 

Sumsel Cabang A. Rivai dibuat 4 rangkap menurut kebutuhan, dengan 
ketentuan-ketentuan 

1. Lembar kesatu (asli) diperuntukkan bagi Bank Sumsel Cabang A. Rival. 
2. Lembar kedua diperuntukkan bagi Bagian Pembukuan Biro Keuangan. 
3. Lembar ketiga diperuntukkan bagi Bagian Perbendaharaan Biro 

Keuangan. 
4. Lembar keempat diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya. 

T I - I I !'I
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b. Sepanjang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini diuangkan pada 
Cabang-cabang Bank Sumsel dibuat 5 rangkap menurut kebutuhan, dengan 
ketentuan-ketentuan 

1. Lem bar kesatu {asli) diperuntukkan bagi Bank Sumsel. 

2. Lem bar kedua diperuntukkan bagi Bagian Pembukuan Biro Keuangan. 

3. Lembar ketiga diperuntukkan bagi Baglan Perbendaharaan Biro 
Keuangan. 

4. Lembar keempat diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya. 

5. Lembar kelima dlperuntukkan bagl Cabang Bank di daerah yang 
bersangkutan. 

c. Sepanjang Surat Perintah Pencai ran Dana {SP2D) ini diuangkan pada 
Cabang-cabang Pembantu Bank Sumsel dibuat 6 rangkap menurut 
kebutuhan, dengan ketentuan-ketentuan 

1 .  Lembar kesatu (asli) diperuntukkan bagi Bank di Palembang. 

2. Lembar kedua diperuntukkan bagi Bagian Pembukuan Biro Keuangan. 

3. Lembar ketiga diperuntukkan bagi Bagian Perbendaharaan Biro 
Keuangan. 

4. Lembar keempat diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya. 

5. Lembar kelima diperuntukkan bagi Cabang Bank di daerah yang 
·oersang'Ktflan. 

6. Lembar keenam diperuntukkan bagi Cabang Pembantu Bank di daerah 
yang bersang kutan. 

(2) Pencairan atau pembayaran lunas Surat Peri ntah Pencal ran Dana (SP2D) harus 
nyata dan dan ditandatangani oleh yang berhak menerimanya, atau jika ia tidak 
dapat membubuhi tanda tangannya dapat menggunakan sidik jarinya atau dari 
satu Surat Keterangan yang memuaUmenyatakan bahwa jumlah yang dibayar 
telah diterimanya (suraUrecu pos wesel) atau jumlah itu telah dibukukan alas 
namanya pada satu Bank yang ditunjuk, semua suart-surat keterangan itu harus 
dilampirkan pada Surat Perintah Pencairan Dana {SP2D) yang bersangkutan. 

Pasal 6 

(1) Surat Peri ntah Pencalran Dana (SP2D) diberikan nomor urut yang berurutan 
menurut tata cara sistematika yang ditetapkan oleh Biro Keuangan. 

(2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baru dapat dibayar oleh Bank setelah 
diuji kebenarannya (keabsahannya). 

" I i II 
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Pasal 7 

(1) Bank hanya membatasi pengujian mengenai syarat-syarat tentang hak yang 
diperoleh (rechmatigheid) semata-mata ialah mengenai kebenaran dan besamya 
jumlah pengeluaran yang tertera dengan huruf dan angka Qadi tidak 
mencangkup kebenaran efektasinya pada mata pasal dan tahun dinas yang 

sesuai/tepat), penyesuaian antara jumlah pada Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) sesuai dengan specimen yang berada di Bank dengan batas-batas 
kewenangannnya, tanda tangan lunas dari yang berhak menerima uang, surat 
kuasa dari yang berkepentingan kepada yang diberi kuasa dengan Akte Notari s 
yang telah dilegalisir yang berkewajiban menurut hukum untuk menerima 
uang nya dengan tidak mengabaikan identi tas (tanda pengenal diri) dari 
penerima kuasa yang syah menurut hukum dan sebagainya. 

(2) Pengujian perihal syarat-syarat berkenaan dengan dasar hukum (weitmatigheid), 
dan tujuan/sasaran penggunaan uang (doelweitmatigheid) serta pengawasan 
terhadap ketelitian pengeluaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
berada di luar wewenang Bank. 

(3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbilkan dalam satu Tahun 
Anggaran hanya bertaku sampai dengan berakhimya Tahun Anggaran yang 
bersangkutan. 

(4) Permintaan pembayaran alas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
yang telah melewati batas waktu tersebut harus ditolak Bank. 

(5) Dalam hal Surat Perintah Pencai ran Dana (SP2D) ditolak oleh Bank 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bank harus memberitahukan pada 
'f"dTl9 'tl.m,-c«rgKd«m trdt, ti/�Witi«�l�'211, Wi'�'211, 'tirto l(�,!,'W�'W, •111/1dr, 1itR-wil/{/W, 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengganti. 

(6) Setiap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dibayar lunas oleh 
Bank, harus dibubuhi tanggal dan pembayaran lunas, validasi beserta cap Bank 
bersangkutan, selanjulnya Bank memberitahukan tentang nomor, langgal Surat 
Peri ntah Pencairan Dana (SP2D), penunjukan yang berhak menerima dan 
besamya jumlah uang yang berhubungan dengan Surat Perintah Pencairan 
Dana (SP2D) yang bersangkutan di sudut kanan alas. 

(7) Daftar-daftar yang merupakan lampiran Surat Perinlah Pencairan Dana (SP2D) 
asli dijepitkan dengan hecher atau cara lai n pada Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) tersebul dan karena itu, tidak boleh dilepaskan atau diliadakan dan 
dihilangkan oleh siapapun. 

(8) Daftar-daftar yang merupakan lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
asli tersebul setelah diuangkan sebagai bahan kelengkapan laporan Pemegang 
Kas Daerah. 

Pasal 8 

Kal au ada perbedaan antara Surat Perintah Pencai ran Dana (SP2D) atau hal-hal lain 
yang mencurigakan diharuskan pemegang kas daerah/pembantu pemegang kas 
daerah mengecek kembali kepada yang mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) (Kepala Biro Keuangan atau yang mewakili) baik secara lisan maupun tertulis 
alas kebenaran atau perbedaan tersebut, dan tidak dibenarkan melakukan 
pembayaran sebelum ada penyesuaianlsetuju bayar. 
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BABV 
PENYETORAN 

Pasal 9 

(1) Penerimaan berupa setoran pihak ketiga (D inas, Pemegang Kas/Bendaharawan, 
Wajib Bayar, dan lain-lain) kepada Bank harus dilakukan dengan 
mempergunakan surat setoran menurut model tertentu sesuai ketentuan umum. 

(2) Pada surat setoran dimaksud harus dinyatakan dengan jelas bahwa setoran itu 
adalah Penerimaan bagi Daerah dan karenanya harus dibubuhkan pula uraian 
yang singkat tetapi jelas perihal jenis/sifat uang setoran dan kode rekening 
penerimaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 10 

(1) Surat setoran dibuat dalam rangkap 5 (l ima) sepanjang penyetoran dilakukan 
langsung pada Bank Sumsel yaitu 
a. Lembar pertama dan lembar kedua dari surat setoran setelah diberi tanggal 

dan tanda lunas oleh Pemegang Kas Daerah dikembalikan kepada Penyetor. 
b. Lembar keUga dikirim ke Biro Keuangan sebagai lampiran B-IX. 
c. Lembar keempat untuk Dinas Pendapatan Daerah (bila per1u). 
d. Lembar kelima untuk arslp. 

(2} Surat setoran dibuat dalam lembar keenam sepanjang setoran dilakukan pada 
Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank Sumsel yaitu 
a .  Lembar pertama dan lembar kedua setelah dibubuhi tanggal dan tanda 

tangan oleh Pembantu Pemegang Kas Daerah dikembalikan kepada 
Penyetor. 

b. Lembar kellga untuk lampiran B-IX kepada Biro Keuangan melalui Kantor 
Pusat di Palembang. 

c. Lembar keempat untuk Dinas Pendapatan Daerah (bila diper1ukan) melalui 
Kantor Pusat. 

d. Lembar kellma ke Kantor Pusat untuk Pengawasan. 

Pasal 11 

(1) Selain dari surat-surat setoran dimaksud pada Pasal 10 terdapat juga setoran
setoran oleh perorangan dengan menggunakan 'Surat Penagihan• menurut 
model B-XIV berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam 
Pengurusan Keuangan Daerah. 

(2) Surat penagihan diterbitkan oleh Biro Keuangan dan/atau Dinas Pendapatan 
Daerah untuk hal-hal tertentu dalam rangkap 5 (lima). 

I I r 1 - illlmflT -
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(3) Dalam hal te�adi penyetoran dengan menggunakan Surat Penagihan 
sebagaimana dimaksud ayat (1), maka harus diperhatlkan hal-hal sebagal 
berikut ; 

a. 1 (satu) lembar dimana tertera sebutan di sebelah alas dikembalikan pada 
penyetor sebagai tanda sudah melunasi tagihan. 

b. 4 (empat) lembar dimana tertera sebutan opscrift atau pemberitahuan/surat 
penagihan di sebelah atas 

1. 3 (tiga) lembar dengan sebutan di sebelah alas dikembalikan pada 
penyetor sebagai tanda usaha melunasi tagihan. 

2. 1 (satu) lembar setelah dibubuhi tanggal dan tanda lunas oleh Pemegang 
Kas Daerah/Pembantu Pemegang Kas Daerah dikembal ikan pada 
penyetor untuk dipergunakan sebagai pemberitahuan kepada Biro 
Keuangan/Dinas Pendapatan Daerah yang mengeluarkan Surat 
Penagihan sesuai dengan ayat (1) Pasal ini. 

BABVI 

PEMINDAHBVKVAN SALOO VANG-VANG DAERAH YANG DICATAT 

PADA REKENING GIRO, GIRO DINAS DAN CEK POS SERT A 

PEMBVKVANNYA PADA BVKV KAS DAERAH 8-IX 

Pasal 12 

(1) Daerah menerima pula setoran-setoran berupa pajak daerah, retri busi daerah 
i?R, '.\?RI?! 1)111�8,W, i�W, 1,�11/llf� •• '/W� ,ijJ;�Jmk;w, 't.PJ'� �!:>Wl!L'>-?M,a �ar,,/ar,
kantor Pos yaitu pada Giro Dinas dan Cek Pos untuk dibukukan pada rekening
rekening Dinas yang bersangkutan. 

(2) Penerimaan uang daerah yang dimaksud pada ayat (1) di atas saldo yang 
dicatat, tiap-liap 10 (sepuluh) hari dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah. 

Pasal 13 

(1) Penerimaan untuk Daerah dan pengeluaran alas beban Daerah harus 
diselenggarakan secara sentral oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, satu 
sama lain dengan mempergunakan buku Kas Daerah menurut model B-IX yang 
ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam 
pengurusan Keuangan Daerah. 

(2) Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada Cabang-cabang Bank dan 
Cabang Pembantu Bank dilakukan dalam buku Kas Daerah model B-IXa yang 
pada dasarnya sama dengan model B-IX. 

(3) Mutasi-mutasl uang antara Bank dengan Cabang-cabang dan Cabang 
Pembantu g una keper1uan menambah persediaan Kas ( Cash Supply) pad a 
Cabang-cabang Bank dan Cabang Pembantu yang bersangkutan berikut 
perhitungannya (ke rekeningnya) dilakukan di luar Kas Daerah B-IX dan 
pembantu buku Kas Daerah B-IXa (interns�. 

(4) Cara pembukuan jumlah-jumlah menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2O) 
dalam Buku Kas model B-IX dan B -IXa harus diselenggarakan secara bruto. 
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BAB VII 

CARA-CARA PEMBUKUAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN UANG-UANG DAERAH 

Pasal 14 

(1 ). Tiap-ti ap penerimaan maupun pengeluaran harus dibukukan dalam Buku Kas 
Daerah yang khusus disediakan untuk keperluan uang-uang Daerah yaitu : 

a. B-IX untuk penerimaan/pengeluaran yang terjadi pada Bank Kantor Pusat.. 

b. B-IXa untuk penerimaan/pengeluaran yang terjadi pada Cabang-cabang Bank. 

(2). Selanjutnya buku Kas Daerah B-IX dan B -IXa akan disebut Buku Kas. 

(3). Pembukuan penerimaan dan pengeluaran dilakukan pada harl dimana 
penerimaan dan pengeluaran itu benar-benar terjadi secara berurutan disertai 
dengan uraian-uraian yang singkat tetapl jelas secara terperinci menurut 
keperluannya. 

(4). Perbaikan dalam buku kas dapat dibaca dengan jelas dan coretan-coretan harus 
dibubuhi paraf, sedangkan penghapusan-penghapusan tidak boleh terjadl. 

(5). Garis-garis yang tidak diisi harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan 
dapat dipakai mlsalnya dengan menarik garis mendatar (horizon/a�. 

(6). Pembukuan-pembukuan harusnya dibuat dengan tulisan yang nantinya didapat 
tembusan-tembusan yang terang. 

(7). Semua Pos penerimaan dan pengeluaran harus diberi nomor urut dalam buku 
kas (cash pos number) kecuali pos saldo atau pos-pos perbaikan {redros). 

(8). Tanda bukti penerimaan atau pengeluaran harus diberi nomor pula sesuai 
dengan nomor-nomor dal am buku kas dan merupakan lampiran dari surat-surat 
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pas al 17. 

Pasal 15 

Tiap-tiap halaman dari buku kas harus diberi nomor halaman secara berurutan untuk 
lembar pertama dan terakhir buku Kas Daerah B-IX dan B -IXa ditandatangani oleh 
Pimplnan Cabang atau Pejabat Bank, sedangkan lembar lainnya diparaf. 

Pasal 16 

(1). Penutupan Buku Kas ditetapkan sebagai berikut : 

a. Buku Kas model B-IX pada Bank di Palembang harus ditutup tiap hari dan 
segera dibuka lagi pada hari berikutnya. 

b. Buku Kas model B-IXa pada Cabang Bank, harus dltutup tiap hari dan segera 
dibuka lagi pada hari berikutnya oleh cabang yang bersangkutan. 

(2). Penerimaan dan pengel uaran buku Kas Daerah B-IXa pada Cabang Bank 
sedapat mungkin harus dimuat dalam Buku Kas 8-IXa selambat-lambatnya 4 
(empat) hari setelah tanggal penutupan Buku Kas Model B-IXa. 

!.' Tl " I I I ' 
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(3). Tiap pemindahbukuan, penerimaan maupun pengeluaran darl Cabang Bank ke 
dal am Buku Kas B-IX harus diberi nomor pos kas berurutan pula, sedangkan 
tanggal pembukuan harus dicatat menurut tanggal terjadinya pemindahbukuan 
dimaksud. 

(4). Cara mel akukan penutupan buku Kas Daerah B-IX diselenggarakan sebagai 
berikut : 

a. Semua penerimaan dan pengeluaran, pada hari yang bersangkutan dalam 
masing- masing lajur yang ditetapkan harus dijumlahkan. 

b. Penj umlahan penerimaan dan pengeluaran, seperti tersebut pada huruf a di 
atas ditambah dengan penjumlahan semua penerimaan dan pengeluaran dari 
sejak dibukanya/digunakan Buku Kas model B-IX pada awal Tahun Anggaran 
hingga terakhir pada hari yang bersangkutan, sehingga akan diperoleh 
penjumlahan penerimaan dan pengeluaran dari sejak 
dibukanya/digunakannya Buku Kas B-IX sampai dengan hari yang 
bersangkutan. 

(5). Sal do lebih yang terdapat dalam buku B-IX mengenai periode yang baru ditutup, 
tidak diperoleh dalam halaman berikutnya. 

BAB VIII 

SURAT-SURAT PERTANGGUNGJAWABAN 

PENGURUSAN UANG-UANG DAERAH 

Pasal 17 

(1). Sobekan Buku Kas (B-IX) asli dan lembar ketiga beserta tanda-tanda bukli 
peneriman dan pengeluaran uang yang telah memenuhi syarat-syarat pelunasan 
disampaikan kepada Biro Keuangan dengan dilampiri tanda-tanda bukti otentik. 

(2). Sobekan Buku Kas B-IXa dan lembar kedua beserta tanda-tanda bukti 
penerimaan dan pengeluaran yang telah memenuhi syarat-syarat pengeluaran 
disampaikan pada Bank Pusat untuk dihimpun pada Buku B-IX yang harus 
disertai surat-surat bukti penerimaan/pengeluaran sebagal berikut 

a. Surat Peri ntah Pencairan Dana (SP2D) (lembar asli) yang telah dinaikkan 
pada Cabang Bank tersebut di alas. 

b. Lembar ketiga dari surat setoran dimaksud Pasal 10. 

c. 2 (dua) lembar surat penagihan dimana tertera sebutan "Surat Penagihan" 
sebagaimana dimaksud Pasal 11. 

(3). Setelah diadakan pemeriksaan oleh Biro Keuangan maka lembar dari buku B-IX, 
tanpa lampiran dikembalikan pada Bank pengirim, dibubuhi tanda tangan setuju 
serta tanda tang an Gubemur atau pejabat yang ditunjuk olehnya. 

- T.f.'lfll 
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(4). Surat-surat pertanggung]awaban perihal pengurusan uang-uang Daerah yang 
harus disampaikan oleh Cabang Bank kepada Kantor Pusat Bank di Palembang 
terdiri alas 

Lembar kesatu dan kedua dari buku kas B -IXa, disertal surat -surat bukti 
penerimaan dan pengeluaran yaitu 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) {lembar asli) yang telah ditunaikan 
pada Cabang Bank. 

Lembar ketiga dari surat setoran dimaksud pada Pasal 10. 

2 (dua) lembar surat penagihan dimana tertera sebutan "Surat Penagihan" 
sebagaimana dimaksud Pasal 11. 

(5). Setelah diadakan pemeriksaan dan pembukuan pada Kantor Pusat Bank, maka 
lembar ketiga dari buku B -IXa tanpa lampiran dikembalikan kepada Cabang 
Bank yang bersangkutan dengan dibubuhi tanda setu]u dan tanda tangan 
Pejabat Pemegang Kas atau mereka yang ditunjuk olehnya. 

(6). Surat-surat pertanggungjawaban ini harus diselenggarakan oleh Direksi secara 
teratur dan tepat waktunya, ya itu dalam waktu 1 (satu) hari terhitung mulai saat 
terjadinya penutupan Buku B-IX. 

(7). Pengiriman surat-surat pertanggungjawaban ini harus diselenggarakan oleh 
Direksi secara teratur dan tepat waktunya, yaitu dalam waktu 1 {satu) hari 
terhitung mulai saat te�adinya penutupan Buku B -IX. 

(8). Direksi Bank menetapkan dan mengeluarkan instruksi secara khusus agar surat
surat p�har1g9trngraw-dl:ralr y,any 'mn u, 1i'rolfdl 'UM, "0".ru"cll1\j 'u-cll'f� ~sc'ucl\fiiii,iaiia 
yang ditentukan pada Pasal 16 dikirim selambat-lambatnya dalam waktu 4 
(empat) hari setelah penutupan kepada Bank di Palembang dan agar segala 
sesuatunya diatur sedemikian rupa, sehingga tidak menghambat kelancaran 
pengiriman surat-surat pertanggungjawaban kepada Biro Keuangan seperti 
dimaksud pada ayat (6) Pasal ini. 

BAB IX 

PEMERIKSAAN SURAT-SURAT 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 18 

(1). Hasil pemeriksaan surat-surat pertanggungjawaban oleh Gubernur atau Pejabat 
yang ditunjuk berupa pendapat-pendapat atau petunjuk-petunj uk, peringatan dan 
sebagainya dibuat dalam salu Nola Pendapatan pemeriksaan yang disampaikan 
kepada Direksi Bank (Pemegang Kas Daerah Provinsi Sumalera Selatan). 

(2). Nola Pendapat pemerlksaan ini harus dijawab dan dilandatangani menurut 
semestinya dalam waktu 7 (tujuh) hari lerhilung dari saat dikirimnya Nola itu. 

(3). Apabi la jawaban atau Nola Pendapal tentang pemeriksaan surat 
pertanggungjawaban tidak diberikan tepat pada waktunya alau apabila ]awaban 
dimaksud itu masih belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan maka akan 
dikenakan ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 19. 
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BABX 

PENGGUGATAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 19 

(1). Kesalahan-kesalahan, kekeliruan dan selisihnya yang timbul dari hasil 
pemeriksaan tersebut dalam Pasal 18 merupakan tanggung jawab Pimpinan 
yang bersangkutan. 

(2). Akibat dari pengurusan yang tidak baik, walaupun hal-hal yang timbul sebagai 
akibal ti<lak adanya/kurang nya kelancaran lalu lintas pembayaran Dae rah karena 
kesalahan, kelalaian, kealpaan Pimpinan Bank dapat menj adl alasan Gubemur 
untuk memberikan peringatan atau dimana pertu menuntut ganti rugi kepada 
Pimpinan Bank (Direksi/Pimpinan Cabang Bank) atau dituntut sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang ber1aku. 

BAB XI 

SALDO KAS DAERAH 

Pasal 20 

(1). Apabila sualu saldo uang Daerah menunjukkan jumlah serendah-rendahnya 
sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah} maka Direksi Bank segera 
memberitahukan kepada Gubernur dan mengusulkan dilakukannya penambahan 
Dana Kas Daerah. 

(2). Dengan izin Gubemur, Bank dapat menangguhkan pencairan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) apabila saldo uang-uang Daerah menjadi kurang dart 
Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). 

(3). Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan Daerah, menurut pertimbangan 
Gubemur, Bank harus melanjutkan pembayaran-pembayaran segera setelah 
mendapat perintah dari Gubernur. 

(4). Dalam hal terjadi pembayaran dimaksud pada ayat (3), maka Bank harus tetap 
menjaga saldo uang-uang Daerah ti dak menjadi saldo kurang. 

BAB XII 

PENGAWASAN 

Pasal 21 

Dengan tidak mengurangi hak instansi atau aparat pengawasan yang menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang untuk mengadakan 
pemeriksaan pada PT. Bank Pembangunan Daerah, lnspektorat Provi nsi Sumatera 
Selatan sesuai dengan fungsinya sebagai aparat pengawasan berhak mengadakan 
pemeriksaan terhadap Bank sepanj ang menyangkut fungsinya sebag ai Pemegang Kas 
Daerah. 

.,.,,.,.= - ��11 I 7m:'IT
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BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR .1 ... SERI ...D.....

/

DiundanDkan di P a I e mba n D
pada tanooal 30- 1 - 2008

SEKRETA S DAERAH PROVINSI
SU ATERA SELATAN,

Ilelapkan dl P a I e m h a 0 g
pada laOggal 30- 1 - 2008

GUBERNUR SUMATERA SElATAN,Y
~17L'SY~

" PeraluranGubernur ini mulai berlakupada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernurini dengan penempatannyadalamBerita DaerahProvinsiSumateraSelatan.

Pasal23

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih la~jut oleh
Gubernursepanjangmenqensipelaksanaannya.

(2) DenganberlakunyaPeraturanGubernurini, makaPeraturanGubemurSumatera
Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan PT. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Selatan dan Cabang-cabangnyaserta Cabang Pembantu
sebagai Pemegang Kas Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 dicabut dan
dinyatakanUdakberlaku.

(3) Ketentuan ini berlaku bagi Bank beserta Cabang dan Cabang Pembanlunya
dalam melaksanakan lugas dan fungsinya sebagai Pemegang Kas Daerah
ProvinsiSumateraSelatan.

BABXIII
PENUTUP

Pasal22
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